
I • 

KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS H A S A N U D D I N 

N O M O R : 1159/J04/P/2006 

T E N T A N G 

ORGANISASI D A N TATA KERJA 
U A I B A G A K A J I A N D A N PENGEMBANGAN P E N D I D I K A N 

UNIVERSITAS H A S A N U D D I N 

REKTOR UNIVERSITAS H A S A N U D D I N , 

Meiiimhaiig : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33, 65, 66, 67, 68 dan 
69 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 192/O/2003 tanggal 
16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu 
dilakukan tindak lanjut sesuai dinamika pendidikan; 

b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu menerbitkan 
Keputusamiya. 

Meugiugat : 1. U U . No. 8 Tahun 1974, L N . Tahun 1974 No.55; sebagaimana telah 
diubah dengan U U . No.43 Tahun 1999 L N . Tahun 1999 No. 169; 

2. U U . No. 20 Tahun 2003, L N . Tahun 2003 No. 78; 
3. PP. No. 23 Tahun 1956, L N . Tahun 1956 No. 39; 
4. PP. No. 60 Tahun 1999 L N . Tahun 1999 No. 115; 
5. Keppres RI . No. 12/M Tahun 2006 Tanggal 18 Januari 2006; 
6. KepmendikbudRI. No, 0206/O/1995 Tanggal 18Ju l i ]995 ; 
7. KepmendiknasRI. No. 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003. 

Mcmpcr lu i l i kan : Keputusan Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) Senat Universitas 
Hasanuddin tanggal 3 Juli 2006. 

M E M U T U S K A N : 

Meactapkau ; KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS H A S A N U D D I N T E N T A N G 
ORGANISASI D A N T A T A KERJA L E M B A G A K A J I A N D A N 
P E N G E M B A N G A N ' P E N D I D I K A N UNIVERSITAS H A S A N U D D I N 

B A B I 

K E T E N T U A N U M U M 

Pasal 1 

Dalam pcraluran in i yang dimaksud dengan: 

(1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang 
diarahkan lerutamapada penguasaan disiplin i lmu pengetahuan tertentu. 

(2) Pendidikan jirofesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan 
peaerta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan kealilian khusus. 

(3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 
m e m i l k i pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimai setara dengan program 
sarjana. 



(4) Kur ikL ik im pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
maupun bahan kajian dan pembelajaran serta cara menyampaikan dan penilaiannya yang 
digi inakai i sebagai pedoman penyeienggaraan kegiatan pembeia-jaran di perguruan tinggi. 

(5) M c n i c r i adalah Menteri Pendidikan Nasional. 

(6) Statuta adalah pedoman dasar penyeienggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan 
untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan 
funusional yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan 
Linuim, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas 
Hasanuddin. 

(7) RckUn adalah Rektor Universitas Hasanuddin. 

(X) Senat adalah Senat Universitas Hasanuddin. 

(9) Universitas adalah Universitas Hasanuddin, selanjutnya disingkat Unhas. 

(10 ) Fakultas adalah fakultas dalam Hngkungan Unhas. 

(11) .1 urusan adalah unsur pelaksana akademik dalam Hngkungan Unhas sebagai wadali yang 
memliisiHtasi pelaksanaan program studi. 

(12) Bagian adalah uasur pelaksana akademik dalam Hngkungan Unhas yang tidak 
menil-iavvalu program studi sebagai wadah pengelompokan dosen pengasuh mata-kuHah 
seruinpun. 

(13) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyeienggaraan 
pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu 
k u r i k u l u m serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, 
dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 

B A B I I 

N A M A , K E D U D U K A N , TUGAS POKOK D A N FUNGSI 

Pasal 2 

I ,cmbaga Kaj iau dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin merupakan perubahan 
dari .'T.cinbaga Kajian dan Pembinaan Pendidikan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Pasal 05, 66, 6", 68 dan 69 Statuta. 

Pasal 3 

l.cmbaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, selanjutnya dalam 
Keputusan ini disingkat LKPP Unlias, adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah 
Rektor. 

Pasal 4 

I KPP 1 bilias mempunyai tugas pokok sebagai pusat ide (center of ideas) dalam pengkajian dan 
pembinaan untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi dan kinerja kependidikan. 
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Pasal 5 

Untuk niclaksanalcan. tugas pokok tersebut Pasal 4, LKPP Unhas mempunyai fiingsi: 

a. inclakukan iipaya-upaya peningkatan dan pengembangan mutu staf akademik dalam proses 
penibclajaran; 

b. mcngkajl dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan pembangunan 
nasional serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni; 

c. niengkaji jxinanfaatan sumberdaya manusia fakultas, jurusan/bagian, program studi dalam 
keranuka pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan vokasi; 

d. mcngkaji dan mengembangkan desain instruksional pendidikan akademik, profesi dan 
vokasi tcrniasLik memproduksi serta memanfaatkan media dan sumber belajar yang efektif 
dan ellsien; 

e. luengkaji dan mengembangkan sistem penjamiiian mutu dalam pelaksanaan pendidikan 
akademik. pirofesi dan vokasi; 

B A B I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

I .KIM* I inhas terdir i atas: 

a. Pinipinan; 

b. Pelaksana IRmgkajian dan Pengembangan; 

e. Pelaksana Xtlininistrasi; 

B A B l y 

P IMPINAN 

Pasal 7 

(1) 1 KPP Unhas dipimpin oleh seorgng Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
bcrdasai kan pertimbangan Senat Universitas; 

(2) Ketua 1 KPP mempunyai tugas memimpin pengkajian dan pengembangan pendidikan serta 
pemlmiaan tenaga administrasi dalam hngkungan LKPP dan bertanggung jawab kepada 
Rektor; 

( U Masa jabatan Ketua LKPP adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 
ketentuan t i i iak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; 

Pasal 8 

{ I ) 1 bakim melak.Nanakan tugasnya, Ketua LKPP dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP; 

(2) Masa jabatan Sekretaris LKPP mengikuti masa jabatan ketua yang mengusulkannya dan 
dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan 
berlurut-uinit: 



B A B V 

PELAKSANA PENGKAJIAN D A N P E N G E M B A N G A N 

Pasal 9 

( !) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP Unhas memil iki Pusat-pusat Kajian 
sebagai berikut: 

a. Pusat Kai ian dan Pengembangan Aktivltas Instruksional (PKPAI); 

b. Pusat Kujian Sumberdaya Manusia (PKSDM); 

c. Pusat Kaj ian Media dan Sumber Belajar (PKMSB); 

d. Pusat Kaj ian dan Penjaminan Mutu (PKPM). 

(2) Ihisat-piisai Kajian terdiri atas sejumlah tenaga akademik yang terbagi dalam berbagai 
ke lompok di.^iplin ilmu. 

Pasal 10 

( 1 ) Pusat Kajiati dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor 
atas usul Ketua LKPP; 

(2 ) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua LKPP; 

(3) Masa jabatan Kepala Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan 
ketentium tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; 

Pasal 11 

(1) D a l a m memimpin Pusat Kajian, Kepala Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LKPP; 

( 2) Sekretaris Pusat Kajian bertanggung jawab kepada Kepala Pusat; 

e 
(3) Masa jabatan Sekretaris Pusat Kajian adalah 4 (empat) tahuii dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut; 

B A B V I 

P E L A K S A N A A D M I N I S L R A S I 

Pasal 12 

(1 ) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LKPP Unhas didukung oleh Bagian Lata 
I Sctha sebagai unsur pelaksana administrasi; 

(2) Bagian fata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan iaia usaha dan rumah tangga LKPP. 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 12 ayat (2), Bagian Lata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 

b. Melaksanakan urusan administrasi program serta kegiatan pengkajian dan pengembangan 
pendidikan; 

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi. 
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Pasal 14 

(1) Bagian Tata I Isaha terdiri atas: 

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, 
perlengkapan, kepegawaian dan keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala 
Pusat; 

b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi program serta 
kegiatan j^engkajian dan pengembangan pendidikan; 

c. Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan 
pengolahan data serta layanan informasi. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

B A B V I I 

T A T A KERJA D A N PELAPORAN 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan LKPP wajib menerapkan prinsip 
koordinasi , intcrgrasi, dan sinkronisasi, baik d i Hngkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi I KPP serta dengan satuan organisasi di Hngkungan Unhas. 

Pasal 16 

Ketua daii Sckietaris LKPP, Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian, Kepala dan Kepala Sub 
Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis 
Rektor. 

Pasal 17 

Seliap p impinan satuan organisasi di lingkun'gan LKPP bertanggung jawab langsung, 
m e m i m p i n dan incngkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan 
petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas bawalian. 

Pasal 18 

Setiap pimjhnan satuan organisasi di hngkungan LKPP wajib mengawasi bawahan masing-
masing, dan apalnia terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-uiidangan yang berlaku. 

Pasal 19 

Setiap p impinan Natiian organisasi di hngkungan LKPP wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan benangguug jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
pada waklunya. 

Pasal 20 

Setiap laporan \ ang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan 
dipergunakan selvigai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 
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Pasal 21 

Sekretaris l lvPP, Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian, Kepala dan Kepala Sub. Bagian 
inenyampaikan laporan kepada Ketua LKPP dan Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan 
Sistem Informasi untuk penyusunan laporan Unhas. 

Pasal 22 

Dalam nicn\ampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap 
dengan senuia lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara 
fungsional/rcleviin mempunyai hubungan kerja. 

B A B V I I I 

K E T E N T U A N PENUTUP 

Pasal 23 

Perubahan tlan pengembangan unit organisasi LKPP ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat 
pertimbangan Senat Universitas. 

Pasal 24 

Pada saat beilukunya Keputusan in i , niaka tugas dan fungsi P3AI, Pusat Bimbingan dan 
Konseling serta I'usat Monitoring dan Evaluasi Unhas menyesuaikan tugas-tugasnya ke dalam 
tugas dan fungsi LKPP Unhas. 

Pasal 25 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Keputusan 
Menteri yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unhas yang barn dengan ketentuan, bahwa 
apabila dikeimidian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan in i , maka akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

.£)itetapkan di Makassar 
pada tanggal, 31 Juli 2006 

feiuhiisan : 
1. Vlentcri l\'iuii(!ikan Nasional di Jakarta; 
2. Sekretaris Jeiideral Depdiknas di Jakarta; 
3. DirektLir . lenderiil Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta; 
4. Inspektiir .lenderal Depdiknas di Jakarta; 
5. Sekretaris Senat Unhas; 
(>, Peinhantn Rektor, Unhas; 
7. Dekan f 'akultas, Unhas; 
8. Ketua 1 enibaga. Unhas; -
9. Di reku i i - PL^. I nhas; " 
10. Kepala I b n u I iihas; 
I 1. Kepala Bagian ! hikutn dan Tatalaksana, Unhas; 
12, Per l inggal . 

R E K T O R , 

- O r V i l - ^ 

\ IDROS A. PATURUSI 7^ 
\NIP- 130 682 291 
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Lampiran Sural Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin 
N o m o r : 1159/J04/P/2006 
Tanggal ; 31 Juli 2006 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
IJIMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

R E K T O R 
PEMBANTU R E K T O R 

KAK. PPs L K P P L P L P M 

BAGIAN 
TATA USAHA 

SUB SUB SUB 
BAG BAG B A G 

'KPAI PKSDM PKMSB PKPM 

GUGUS TUGAS PENGKAJIAN DAN 
PENGEMBANGAN/ PEMBINAAN/ PELATIHAN 

Catalan: 
Claris Komando 
Claris Koordinasi / fungsional 

R E K T O R , 

I D R U ^ A. P A T U R U S I T ^ 
VNIP/'130 682 291 


